RINGKASAN

Penelitian ini berjudul Implementasi Manajemen Risiko pada Peningkatan
Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Banyumas.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, kepada Intansi Pemerintah wajib melakukan
pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman
pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Kabupaten Banyumas
mengeluarkan Peraturan Bupati Banyumas No 12 tahun 2021 tentang Pengelolaan
Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam menjalankan
perannya melakukan perencanaan pembangunan yang berkualitas di wilayah
Kabupaten Banyumas. Dalam pelaksanaan pengelolaan risiko diterapkannya
aplikasi e-MRI, pengendalian risiko di Kabupaten Banyumas yang mengalami
peningkatan 2022 tetapi masih belum mencapai target capaian Indikator Kinerja
Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Banyumas. Hal ini dapat dibuktikan. pada
tahun 2021 target capaian IKU Pemerintah Banyumas 70% dan di tahun 2022
capaian IKU Pemerintah Kabupaten Banyumas 80% terjadinya peningkatan dari
tahun 2021 sampai 2022. Namun dalam Realisasinya pada tahun 2021 58,33%
dan tahun 2022 66,67%, sehingga artinya masih belum tercapainya target yang
sudah ditetapkan dalam capaian IKU Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi
manajemen risiko pada peningkatan nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan teori dari Ripley dan
Franklin yang melihat implementasi kebijakan di lingkungan birokrasi yang mana
didalamnya terdapat kepatuhan dan lancarnya rutinitas fungsi. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik
pengambilan secara purposive sampling. Metode pengumpulan data menggunakan
wawancara, observasi dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan model
analisis interaktif dan divalidasi dengan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan
risiko Kabupaten Banyumas belum dapat maksimal. Pada aspek kepatuhan,
Kabupaten Bnayumas sudah cukup patuh dengan peraturan dan regulasi
pengelolaan risiko tertera dalam Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas yaitu
Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Pada aspek lancarnya rutinitas
fungsi menunjukkan hasil yang belum optimal khususnya pada perencanaan,
pembagian tugas dan pelaksanaan. yang masih perlu adanya perbaikan dan
peningkatan agar lebih optimal. Di sisi lain, evaluasi menjadi acuan Kabupaten
Banyumas untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan dalam
mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko. Disamping itu, masih
terdapat kendala yaitu kurangnya pemahaman baik di Lingkungan Pemerintahan
Kabupaten Banyumas diwakili Bappedalitbang dan OPD lainnya yang masih
membebankan bagian perencanaan sehingga pelaksanaan jadi tidak optimal.
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SUMARRY

This research is entitled Implementation of Risk Management in
Increasing the Value of the Banyumas Regency Government Internal Control
System (SPIP). Based on Government Regulation No. 60 of 2008 concerning the
Government Internal Control System, Government Agencies are obliged to
exercise control over the implementation of government activities based on the
Government Internal Control System (SPIP). Banyumas Regency issued
Banyumas Regent Regulation No. 12 of 2021 concerning Risk Management
within the Banyumas Regency Government in carrying out its role in carrying out
quality development planning in the Banyumas Regency area. In implementing
risk management, the implementation of the e-MRI application, risk control in
Banyumas Regency will experience an increase in 2022 but still has not reached
the Banyumas Regency Government's Main Performance Indicator (IKU)
achievement target. This can be proven. in 2021 the KPI achievement target of the
Banyumas Government is 70% and in 2022 the KPI achievement of the
Banyumas Regency Government is 80%, there is an increase from 2021 to 2022.
However, the realization in 2021 is 58.33% and in 2022 66.67%, so that means it
is still the targets set in the IKU achievements of the Banyumas Regency
Government have not been achieved.

The aim of this research is to determine the extent to which the
implementation of risk management has increased the value of the Banyumas
Regency Government Internal Control System (SPIP). This research uses the
theory of Ripley and Franklin which looks at policy implementation in a
bureaucratic environment where there is compliance and smooth functioning
routines. This research uses a descriptive qualitative research method using
purposive sampling techniques. Data collection methods used interviews,
observation and documentation which were analyzed using an interactive analysis
model and validated with source triangulation.

The research results show that the implementation of risk management
policies in Banyumas Regency has not been optimal. In the compliance aspect,
Bnayumas Regency is quite compliant with the risk management rules and
regulations stated in the Banyumas Regency Regent Regulation, namely Regent
Regulation Number 12 of 2021 concerning Guidelines for Risk Management in
the Banyumas Regency Government Environment. In the aspect of smooth
functioning of routines, results are not yet optimal, especially in planning, division
of tasks and implementation. which still needs improvement and improvement to
be more optimal. On the other hand, the evaluation becomes a reference for
Banyumas Regency to continue making improvements in implementing risk
management policies. Apart from that, there are still obstacles, namely a lack of
good understanding within the Banyumas Regency Government, represented by
Bappedalitbang and other OPDs, which still burden the planning department so
that implementation is not optimal.
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